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DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI RIAU

tyak Din No. 3 Telp. 00096 -22552 - 23830 - 21553 Fax (0761) 21861
pekanbaru Kode Pos 28126 Kotak Pos 1119

PERSETUJUAN.
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
;‘-;\ Hr{) 9 (; ;;/1()@),7.4/MN/ .......

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan permohonan dari :
Nomor : 111-A/1.a/X/1999 ;
Tangga! . 26 November 1999 '

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA
pimpinan Daerah Muhammadiyah Kodya Batam

Alamat Lengkap - J1. pramuka Xompleks perkantoran = Sekupang
Kecamatan : Ratam Rparat
Kabupaten/Kotamadya : Ratam
Provinsi - RIAU
Akte Notaris - Nomor : -
Tanggal -

MENDIRIKAN

My Swasta Muhammadiyah Batam

Alamat Lengkap - J1. palapa TI NO. %9 gsekupang - T&. Pinggir

Kecamatan Ratam Baratb

Kabupaten / Kotamadya - Ratam

Provinsi . RIAU

Sekolah Pembina sMuN 1 Batam

Alamat Lengkap - 71. R. Suprapto - gekupang Batam

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyclenggaraan sckolah terscbut di atas

memenuhi ketentuan s kut :

1. Mentaati peratur: ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen
Pendidika Ke n Republik Indonesia tentang penyclenggaraan Sckolah Swasta.

2. Mentaati Petunjuk i Kanwil Depdikbud Propins: Riau tentang penyclenggaraan Sckolah Swasta.

3. Meningkatka didikan secsuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.

4.  Wajib mengir poran bulanan kepada KaKanwil Depdikbud Propinsi Riau dan KaKandep/KaKanin
Depdikbud s

5. PersetujuanPe Jlah Swasta ini hanya berlakuuntuk Yayasan/Penyclenggara yang terscbut diatas
dan tidak bole? pada Yayasan/pihak Lain.

6. ApabilaYayasa 2 Sckolah Swasta tersebut dalam porsctujuan ini mengalihkan pengelolaan
Sekolah Swastakepadap in, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyataka batal dan tidak
berlaku lagi.

7. n hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan

Apabila dikem
peninjauan/p ;chagaimana mestinya.
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